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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 

2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memberikan 

gambaran mengenai penyelenggaraan FKP yang telah dilaksanakan di Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa tahun 2025 

Forum Konsultasi Publik ini merupakan salah satu upaya untuk menjaring 

masukan dan saran dari masyarakat selaku pengguna layanan, guna meningkatkan 

kualitas dan mutu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa. Laporan ini memuat hasil evaluasi dan 

identifikasi permasalahan, serta rencana tindak lanjut untuk perbaikan pelayanan di 

masa mendatang.  

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak 

yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan FKP 

tahun 2025 ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga laporan ini dapat 

memberikan manfaat dan menjadi masukan yang berharga untuk peningkatan 

pelayanan yang lebih baik lagi.  

Demikian kata pengantar ini dibuat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

meridhai upaya kita.  

 

Sumbawa,  Oktober 2025 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Sumbawa, 

 
 
 

ABDUL HARIS, S.Sos 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19671110 199303 1 023 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat 

penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini 

karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan 

pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara 

berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik 

sesuai amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan 

abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan 

publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk 

sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian 

kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

aturan perundangundangan bagi warga Negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administrarif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan 

yang dapat memenuhi dan sesuai antara hasil pelayanan dan harapan 

penerima pelayanan serta sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai 

tindak lanjut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah 

menetapkan Peraturan Daerah Sumbawa Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik sebagai pedoman 

penyelenggaraan layanan. 

Namun tak jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut 

muncul permasalahan seperti perbedaan antara kinerja yang diharapkan 

(intended perfomance) dengan praktek sehari-hari (actual perfomance), 

perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan 

pelayanan aparatur pemerintah, dan perbedaan antara keterbatasan 

sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat 

pelaksanaanya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang 



Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada 

pelibatan, ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan 

koordinasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar 

pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik karena sesuai 

dengan keinginan masyarakat. 

Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana 

untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan 

fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai 

representasi pelayan publik mempunyai dampak yang luas dalam tingkat 

kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila 

sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayan publik yang kurang 

dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan 

masyarakat pun juga berkurang. 

Sebagai jawaban, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik 

(FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan pelayanan publik. Melalui 

FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur negara sehingga terjadi 

improvement pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara selanjutnya. 

Penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi 

serta sarana menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan 

lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan sehingga dapat 

mengurai permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan 

pelayanan publik antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai 

sarana mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan 

pemerintah. 

2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

1) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara 

pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, 

penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh 

penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang 

efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 

2) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap 



penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan 

isu strategis terkait pelayanan yang ada di Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa. 

3) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang 

diharapkan masyarakat 

b. Manfaat 

1) Manfaat dilaksanakannya FKP secara umum adalah 

menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan 

harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang 

merugikan publik. 

2) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan : 

a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang 

akan ditetapkan; 

b) memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka 

perumusan maupun perbaikan kebijakan; 

c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan 

untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka 

pengawasan pelaksanaan kebijakan; 

e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara 

pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang 

ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik; 

f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

 
3) Manfaat FKP khusus bagi publik : 

a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh 

UndangUndang Pelayanan Publik; 

b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang 

akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan; 

c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang 

dilakukan; 



d) menyelaraskan antara  harapan publik dengan kemampuan 

penyelenggara layanan; 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi: 

a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

b. Kebijakan lain terkait pelayanan publik. 

 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025   

Waktu  : Pukul : 09.30 WIB 

Tempat  : Ruang Rapat lt. 1 Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa 

 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik adalah Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Kabupaten Sumbawa sementara itu Peserta Forum Konsultasi 

Publik terdiri dari unsur : 

a. Akademisi; 

b. Pengguna layanan; 

c. Stakeholders pelayanan publik/instansi lain yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

d. Jurnalis dari PWI Kab.Sumbawa. 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan menggunakan metode dimana 

peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait 

kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini 

dipandu oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Tim 

Penyelenggara FKP yang selanjutnya Forum Konsultasi Publik ini dibuka 

oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten 

Sumbawa dan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang penerapan 

Standar Pelayanan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 



Sumbawa dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu 

oleh Ketua Tim Penyelenggara. 

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini 

membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan 

bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat. 

Bentuk Penyelenggaraan FKP di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 

PP) Kabupaten Sumbawa dilakukan melalui tatap muka dalam bentuk 

Focus Group Discussion (FGD) : merupakan bentuk pertemuan 

semiformal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dalam 

skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi 

dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau 

mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas. 

4. Susunan Acara FKP 

Pembahasan dan susunan acara Forum Konsultasi Publik berfokus pada 

pemecahan masalah dari isu yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Kabupaten Sumbawa dengan mekanisme perbaikan standar 

pelayanan dan evaluasi pelayanan yang sudah dilaksanakan. 

Forum Konsultasi diawali dengan pembukaan atau pengarahan oleh 

pimpinan Instansi penyelenggara layanan dan dilanjutkan dengan 

pemaparan materi singkat. 

Diskusi dilakukan secara dua arah dengan tujuan mendapatkan 

saran/masukan yang bermanfaat sebagai bahan perbaikan standar 

layanan dan perumusan kebijakan. Adapun susunan Pelaksanaan 

Forum Konsultasi Publik sebagai berikut : 

1. Pembukaan  

2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

3. Pembacaan Doa (Kabid SDA) 

4. Laporan Ketua Penyelenggara oleh Sekertaris Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Sumbawa 

5. Sambutan Sekaligus membuka acara secara resmi Forum Komunikasi 

Publik (FKP) oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 



Sumbawa 

6. Penyampaian Materi, Diskusi, Saran dan Masukan 

7. Penandatanganan berita acara  

8. Penutup  

 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

Forum diawali dengan identifikasi permasalahan yang muncul dalam 

pelaksanaan pelayanan. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai 

upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat 

diukur. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai 

proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. 

Identifikasi masalah pelayanan bisa dilakukan melalui : 

a. Komponen persyaratan; 

b. Profesionalitas dan integritas. 

 

2. Analisis 

Penyebab timbulnya masalah pada Pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Sumbawa adalah: 

a. Penyusunan standar pelayanan harus diuraikan secara spesifik untuk 

mudah dipahami dan dijalankan oleh pelaksana pelayanan  

b. Profesionalisme dan integritas perlu ditingkatkan dengan mengandeng 

lembaga akademisi sebagai narasumber kegaiatan dalam upaya 

peningkatan sumber daya manusia pelaksana pelayanan. 

 

3. Rencana Aksi 

Setelah dilakukan identifikasi dan analisis masalah, dalam forum ini 

dirumuskan solusi/rencana aksi. Rencana aksi adalah langkah awal yang 

harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Perubahan 

tersebut dapat berupa langkah-langkah yang akan diambil untuk 

mengatasi masalah -masalah yang ditemukan dalam identifikasi dan 

analisis permasalahan pelayanan. 



Identifikasi masalah, analisis masalah dan rencana aksi dapat dituangkan 

dalam bentuk format tabel berikut : 

Permasalahan dan rencana tindak lanjut perbaikan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Sumbawa : 

Usulan rekomendasi perbaikan Jangka waktu perbaikan 

Penulisan narasi dalam setiap standar 

pelayanan (SP) disampaikan secara 

spesifik untuk mudah dipahami dan 

dilaksanakan oleh pelaksana 

2 (dua) bulan 

Menggandeng lembaga akademisi 

untuk peningkatan kualitas dan 

profesionalisme anggota satpol PP 

sebagai pelaksana layanan 

1 (satu) tahun 

 

 

D. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan 

peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem 

penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. 

Adapun rincian kesimpulan dalam pelaksanaan FKP Tahun 2025 ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dibutuhkan perbaikan penyusunan standar pelayanan guna 

perbaikan kualitas layanan penegakan Perda dan Perkada, 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 

serta Pelindungan Masyarakat. terutama dalam kecepatan 

pelayanan, penambahan parameter dan penambahan waktu 

pelayanan setiap hari untuk semua parameter. 

2. Peningkatan kualitas pelaksana layanan dengan melibatkan pihak 

akademisi dalam kegiatan peningkatan sumber daya manusia 

anggota Satpol PP sebagai pelaksana layanan guna meningkatan 

kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. 

3. Secara umum pelanggan menyatakan puas dengan pelayanan di 



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa, 

permasalahan yang ada bisa dijelaskan karena keterbatasan 

sarana dan SDM bisa diterima dan usulan-usulan pelanggan 

menjadi masukan untuk perbaikan pelayanan di tahun yang akan 

datang. 

B. Saran 

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan 

saran/usulan perbaikan sebagai berikut: 

1. Kegiatan forum komunikasi publik perlu adanya komitmen dari 

pimpinan dan seluruh karyawan dalam menciptakan pelayanan 

yang prima sesuai dengan dokumen mutu dan SOP pelayanan 

yang sudah ada.; 

2. Adanya perhatian khusus dalam pengadaan sarana dan 

prasarana dengan dukungan anggaran yang lebih kondusif.; 

3. Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dengan mengikutkan 

diklat pelayanan publik dan adanya dukungkan dari akademisi. 

 

Sumbawa, Oktober 2025 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Sumbawa, 

 
 
 

ABDUL HARIS, S.Sos 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19671110 199303 1 023 

Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan 
Kabid Tibum Tranmas, 

 
 
 

MUKHTAMARWAN, S.Pt 
Pembina IV/a 
NIP. 19720404 200801 1 017 
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